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ABSTRAK 

Penelitian ini mengulas penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, dengan 

menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 

3562/Pdt.G/PA.SBY/2023. Pewarisan di Indonesia melibatkan pluralisme hukum, 

termasuk hukum adat, Barat, dan Islam. Namun, perubahan dalam pilihan hukum dalam 

perkara perdata Islam telah mengubah hukum waris di Indonesia. Metode yang 

digunakan adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen 

terkait peraturan perundang-undangan, serta analisis Putusan Pengadilan Agama 

Surabaya. Hasilnya menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi 

absolut dalam menangani perkara waris yang melibatkan masyarakat beragama Islam, 

termasuk penentuan ahli waris, harta peninggalan, dan pembagian warisan. Pembagian 

waris pada perkawinan ganda mengikuti ketentuan hukum Islam dan peraturan 

perundang-undangan, untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Studi kasus 

Putusan Pengadilan Agama Surabaya memperlihatkan prinsip-prinsip hukum Islam 

dalam penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam 

tentang penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, menyoroti pentingnya 

implementasi hukum waris yang adil dan sesuai dengan ajaran agama. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah perlunya pemahaman yang baik terhadap hukum waris untuk 

mencegah sengketa dalam keluarga dan memastikan perlindungan hak-hak waris yang 

adil. 

 

Kata Kunci: Agama; Harta; Hukum; Peradilan; Waris. 

 

ABSTRACT  

This research reviews the settlement of inheritance disputes in the Religious Court, using 

a case study of Surabaya Religious Court Decision No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023. 

Inheritance in Indonesia involves a pluralism of laws, including customary, Western and 

Islamic laws. However, changes in the choice of law in Islamic civil cases have changed 

inheritance law in Indonesia. The method used is normative juridical with data collection 

through document study related to legislation, as well as analysis of the Surabaya 

Religious Court Decision. The results show that the Religious Court has absolute 

competence in handling inheritance cases involving Muslim communities, including the 

determination of heirs, inheritance property, and the division of inheritance. The division 

of inheritance in multiple marriages follows the provisions of Islamic law and legislation, 

to ensure justice for all parties. Case studies of Surabaya Religious Court decisions 

demonstrate the principles of Islamic law in the settlement of inheritance disputes. This 
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research provides an in-depth insight into the settlement of inheritance disputes in the 

Religious Courts, highlighting the importance of fair implementation of inheritance law 

in accordance with religious teachings. The conclusion of this research is the need for a 

good understanding of inheritance law to prevent disputes in the family and ensure fair 

protection of inheritance rights. 

 

Keywords: Courts; Inheritance; Law; Property; Religion. 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Pewarisan adalah proses perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia 

kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris di Indonesia masih berlaku pluralisme 

hukum yakni hukum waris adat, Barat dan Islam (Ernik et al., 2023; Robiyanti, 

2023; Simanjuntak, 2024). Sebagai bagian dari hukum perdata dalam hukum waris 

dikenal adanya pilihan hukum (opsi hukum) sehingga masyarakat dapat memilih 

hukum waris yang akan dianutnya (Asy’ari, 2020; Yahya, 2023). Dalam 

perkembangan hukum islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan 

Peradilan Agama yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama. Pada saat ini, dengan adanya Amandemen Kedua 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menjadi 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pilihan hukum bagi orang yang beragama 

Islam ketika berperkara di pengadilan ditiadakan sehingga akan secara otomatis 

akan menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama akan 

menerapkan hukum waris Islam (Susylawati, 2014). 

Warisan merupakan segala sesuatu peninggalan (dapat berupa asset dan dapat 

berupa utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan di 

wasiatkan kepada Ahli waris (Harahap, 2022; Maripigi et al., 2021; Nugraha et al., 

2020; Setiawan et al., 2023; Suhartono et al., 2022). Wujud warisan tersebut dapat 

berupa harta (harta yang bergerak dan harta tidak bergerak) dan termasuk juga 

diwarisi utang (kewajiban) (Aoslavia, 2021; Feliks, 2022). Harta yang bergerak 

seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lain sebagainya. Harta tidak 

bergerak seperti rumah dan tanah. Utang seperti utang kepada pihak ke bank, 

saudara dan lain sebagainya (Prawirohamidjojo, 2015). Pengertian waris dari kata 

mirats, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang 

lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu ini bersifat umum, bias 

berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan. Sedangkan waris menurut Ash-
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Shabuni, ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, 

baik yang ditinggalkan itu berupa harta, atau hak-hak syar’i ahli waris. Adapun 

dalam hukum waris Islam adalah penggunaan hak manusia akan harta peninggalan 

orang yang meninggal kepada ahli waris karena adanya sebab-sebab dan telah 

terpenuhinya syarat rukunnya, tidak tergolong terhalang atau menjadi penghalang 

warits (Ash-Shabuni, 1995). 

Warisan timbul karena adanya peristiwa kematian dan peristiwa kematian 

dapat terjadi pada salah satu anggota keluarga, dalam kondisi orang yang meninggal 

itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah 

peristiwa kematiannya, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan (Aisyah & 

Alexia, 2022; Syaifullah et al., 2020). Dengan demikian perlu difahami terkait yang 

berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah. 

Hukum waris dalam KUHPerdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 18. Apabila 

hukum waris KUHPerdata dihubungkan dengan sistem keturunan, maka 

KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang 

menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahliwaris 

berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika 

ibu meninggal (Muhammad, 2000). Hukum waris merupakan salah satu bagian dari 

ranah hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. 

Sebagai bagian dari hukum perdata, hukum waris mengenal adanya kebebasan 

memilih hukum. Berdasarkan atas kebebasan tersebut pada dasarnya ahli waris 

berhak untuk menentukan serta memilih hukum yang akan diterapkannya didalam 

suatu pembagian harta waris. Apabila ahli waris menginginkan pembagian harta 

waris dilakukan menggunakan adat barat maka perkara warisnya akan diajukan ke 

Pengadilan Negeri. Sebaliknya apabila ahli waris menginginkan pembagian harta 

waris dilakukan menggunakan hukum waris islam maka perkara waris yang ada 

diajukan ke Pengadilan Agama.  

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait 

dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa 

tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak 

atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya 

dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, 
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namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila 

dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam 

keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga 

peradilan. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, 

sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 

3562/Pdt.G/PA.SBY/2023 yang telah diputus pada tanggal 27 Agustus 2023 terkait 

masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga, dalam perkara antara : Penggugat, 

yaitu Istri ketiga Pewaris yaitu alm. Munir melawan semua ahli waris dari Istri 

Pertama dan Kedua Pewaris. Dalam kasus tersebut, istri ketiga hendak menguasai 

sebidang tanah yang diatasnya didirikan bangunan permanen yaitu berupa rumah 

kost dua lantai yang terletak di Kecamatan Kalirungkut Surabaya. Dalil yang 

diutarakan oleh istri ketiga yakni pada saat pewaris meninggal dunia, yang menjadi 

istri sah dan satu-satunya adalah istri ketiga sedangkan sebidang tanah yang 

disengketakan dikuasai oleh istri kedua berserta para ahli warisnya.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih 

lanjut tentang penyelesaian sengketa waris sehingga akan ditelaah, dikaji dan 

dibahas dalam penelitian ini dengan judul: Penyelesaian Sengketa Waris pada 

Pengadilan Agama (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 

3562/Pdt.G/PA.SBY/2023. 

 

B. METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang merupakan 

pendekatan yang tepat untuk mengkaji topik "Penyelesaian Sengketa Waris pada 

Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 

3562/Pdt.G/PA.SBY/2023)". Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah 

studi dokumen yang meliputi pengumpulan berbagai dokumen hukum terkait, 

seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (sebelum dan setelah amendemen), 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dokumen-dokumen perundang-

undangan terkait hukum waris di Indonesia. Selain itu, analisis mendalam terhadap 

Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023 akan 

dilakukan untuk memahami pendekatan hukum yang digunakan dalam 

menyelesaikan sengketa waris. 



M. Taj Bahy Fardayana & Mega Dwi Ambarwati  

Vol. 04, No. 01, January 2024 
31 

 

 
Copyright © 2024, Journal Justiciabelen (JJ) 

Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana 
Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Sby No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023) 

 

Melakukan analisis peraturan perundang-undangan terkait hukum waris di 

Indonesia secara yuridis, termasuk kajian terhadap perkembangan hukum waris 

sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan amandemennya 

menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, melakukan studi 

literatur terkait hukum waris dari perspektif adat, Barat, dan Islam untuk memahami 

pluralisme hukum dan pilihan hukum dalam konteks pewarisan. Pembahasan hasil 

penelitian akan mencakup analisis yuridis terhadap permasalahan pewarisan dan 

penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Selanjutnya, disajikan 

kesimpulan berdasarkan analisis yuridis tersebut, termasuk implikasi hukum dan 

perubahan pasca-amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan 

menggunakan metode penelitian ini, diharapkan akan dihasilkan analisis mendalam 

tentang penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dengan fokus pada kasus 

spesifik yang telah ditetapkan. Analisis normatif akan memberikan wawasan yang 

penting tentang hukum waris di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek 

pluralisme hukum dan pilihan hukum dalam konteks pewarisan. 

 

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN 

1. Kompetensi Pengadilan Agama Memutus Sengketa Waris 

Kompetensi absolut merupakan kewenangan suatu lembaga peradilan yang 

dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu tidak dapat digantikan maupun 

diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya (Anshary, 2017). Berdasarkan, pada 

pengertian kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan 

mengadili perkara perdata tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masyarakat beragama Islam. Kompetensi absolut 

adalah kewenangan suatu lembaga peradilan yang tidak dapat digantikan atau 

diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya dalam memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu  (Dwianto et al., 2022; Ira, 2022; Mustari et al., 2023).   

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut 

menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk 

memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama 

yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam dalam berbagai bidang, 
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termasuk perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan 

ekonomi syariah. Kewenangan ini merupakan kewenangan yang tidak dapat 

digantikan atau diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya, sesuai dengan prinsip 

kompetensi absolut dalam sistem peradilan agama.Mengenai hal-hal yang menjadi 

kewenangan Peradilan Agama terkait waris terdapat pada ketentuan Pasal 49 huruf 

(b) yaitu: 

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli 

waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-

masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, 

serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan 

siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.” 

 

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam bidang waris tertuang dalam 

penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isi 

penjelasannya yaitu, “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang 

menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian 

masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan 

tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan 

siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”. 

Dalam Pasal 49 jo. Penjelasan umum Undang-Undang ini menentukan 

bahwa asas yang melekat adalah asas personalitas keislaman. Hal ini berarti asas 

personalitas dalam bidang perdata yang diatur pada Pasal 49 salah satunya perkara 

kewarisan, subjek hukumnya meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam 

dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut 

berada dalam lingkup Pengadilan Agama bukan dalam lingkup Pengadilan Negeri. 

Sehingga kewenangan mengadili Pengadilan Agama apabila ditinjau dari subjek 

hukum maka meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam (Lubis, 2005). 

Suatu harta dikatakan harta bersama atau syirkah, adalah dengan melihat 

asal harta tersebut dan kapan waktu memperoleh harta tersebut, jika harta tersebut 

diperoleh selama waktu perkawinan maka dapat dikatakan ini adalah harta bersama 

atau syirkah kecuali harta itu didapat dari hibah, warisan dan wasiat. Jika 

perkawinan putus maka keberadaan syirkah ini haruslah dibagi dengan adil untuk 

masing-masing pihak, jika tidak dapat dibagi dengan jalan damai maka suami atau 

isteri yang bercerai dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam 
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kaitannya dengan pembahasan dalam kasus pada Putusan Pengadilan Agama 

Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023 bahwa dengan meninggalnya pewaris 

yaitu Almarhum Munir, tanah yang dihasilkan pada perkawinan kedua pewaris 

yang sedang diperebutkan oleh semua ahli waris dari Istri ketiga telah dimiliki oleh 

almarhum sebelum terjadinya perkawinan dengan istri ketiganya. Sehingga Istri ke 

3 sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan, sesungguhnya bukanlah orang/pihak 

yang berhak mengajukan gugatan waris a quo, karena terhadap “obyek waris” 

dimaksud sudah diperoleh dan ada sebelum Penggugat (istri ketiga) menikah 

dengan Almarhum H. M. Munir. Almarhum Munir dan Penggugat menikah pada 

tanggal 6 Desember 2009, sedangkan pada tahun 2020 objek gugatan sebidang 

tanah dengan identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas d.I seluas ± 189,44 M2 

atas nama XXX, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya 

telah menjadi hak milik Almarhum Munir (Alm.) Perkara ini termasuk dalam 

bidang waris, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya pada angka 37 

Pasal 49 huruf (b) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. 

 

2. Akibat Hukum Pembagian Waris pada saat Pewaris Menikah lebih dari 

satu kali 

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 

menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan 

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan Pasal 36 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa 

mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua 

belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai 

hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 

Selanjutnya, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa 

perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. 
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Pembagian harta gono-gini sebaiknya menurut hemat penulis hendaknya dilakukan 

secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang 

merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan menurut 

Pasal 88 KHI mengatur tentang hal ini, "Apabila terjadi perselisihan antara suami 

istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada 

pengadilan agama".  

Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Secara umum 

pembagian harta gono-gini baru dapat dilakukan setelah adanya gugatan cerai atau 

perkawinan bubar karena kematian. Artinya, daftar harta gono-gini dan bukti-

buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat 

disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian 

disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). 

Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono-gini. 

Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah 

adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Ketentuan tentang pembagian harta 

gono-gini didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, 

seperti kematian, perceraian, dan sebagainya. 

Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, "janda atau 

duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang 

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Artinya, dalam kasus cerai 

hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta 

gono-gini ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya. Jika tidak ada perjanjian 

perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 97 

Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua 

dari harta gono-gini.  

Ketentuan pembagian harta gono-gini bagi penganut agama selain Islam 

adalah berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, "Setelah 

bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, 

atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan 

soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh". Berdasarkan ketentuan 

tersebut, jika pasangan suami istri bercerai, harta gono-gini mereka dibagi dua 
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(50:50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi 

Hukum Islam.  

Ketentuan hukum Islam mengenal pula adanya pemisahan tentang harta 

bersama dalam perkawinan. Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta 

kekayaan suami isteri tersebut sebenarnya memudahkan pemisahan harta, yang 

mana harta suami dan mana harta isteri, mana harta bawaan yang ada sebelum 

perkawinan serta manakah harta yang diperoleh secara bersama-sama selama 

perkawinan berlangsung, hal ini sangat berguna saat terjadinya perceraian. 

Ketentuan hukum Islam tersebut di atas, akan terus berlaku sampai perkawinan itu 

putus, baik karena perceraian maupun salah satu pihak meninggal dunia, harta yang 

akan dibagi baik untuk warisan ataupun untuk perceraian adalah harta bersama 

suami atau isteri dalam mewaris tetap memiliki harta pribadinya dan juga berhak 

mewaris atas harta peninggalan suaminya.  

Al-Quran dan Hadist tidak memberikan ketentuan secara tegas bahwa harta 

benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi 

hak suami akan tetapi sang isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. AI, 

Quran juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam suatu 

perkawinan, maka dapat dikatakan harta itu secara langsung isteri juga berhak 

terhadap harta tersebut.  

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 

3562/Pdt.G/PA.SBY/2023, dapat dijelaskan bahwa mengenai warisan yang 

ditinggalkan almarhum adalah merupakan hak dari istri kedua berikut ahli warisnya 

meskipun keduanya telah bercerai (berpisah). Hal tersebut dikarenakan harta waris 

yaitu sebidang tanah yang ditinggalkan oleh almarhum didapat saat sedang 

berlangsungnya perkawinan almarhum pewaris dengan istri keduanya, dan telah 

dilakukan pemisahan harta gono-gini saat mereka berdua bercerai. Kemudian 

gugatan dari istri ketiga yang menginginkan hak atas tanah warisan tersebut 

tidaklah dapat dibenarkan karena harta waris berupa sebidang tanah tersebut 

diperoleh almarhum pewaris sebelum adanya perkawinan dengan istri ketiganya. 

Harta yang didapat setelah perkawinannya dengan wanita yang lain itu maka seperti 

pada perkawinan keduanya, jika dia meninggal, harta bersama dia dengan istrinya 

yang baru itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian bagiannya dari 
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harta bersama itu dan juga harta bawaan dia yang lain dibagikan kepada ahli 

warisnya, termasuk anak-anaknya dari istri pertama dan keduanya tadi. Demikian, 

kiranya permasalahan waris dan pembagiannya perlu dipelajari dan diketahui 

dengan baik, sehingga dalam masyarakat tidak terjadi sengketa waris yang tentunya 

dapat menjadikan keretakan dalam hubungan harmonis suatu keluarga. 

 

D. PENUTUP 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam menangani 

perkara-perkara perdata yang melibatkan orang-orang beragama Islam, termasuk 

dalam masalah waris. Kompetensi ini mencakup penentuan ahli waris, harta 

peninggalan, pembagian warisan, dan penetapan pengadilan terkait. Pengadilan 

Agama berperan dalam mengamankan hak-hak waris sesuai dengan hukum Islam, 

dan kewenangan ini tidak dapat digantikan oleh lembaga peradilan lainnya. 

Pada konteks perkawinan ganda, harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan atau yang diperoleh 

sebagai hadiah atau warisan. Pembagian harta gono-gini dilakukan secara adil 

setelah perceraian atau kematian, dan penyelesaiannya dapat melalui pengadilan 

apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri. Berdasarkan hukum Islam, 

pembagian harta bersama dilakukan dengan mempertimbangkan hak masing-

masing pihak sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. 

Contoh kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 

3562/Pdt.G/PA.SBY/2023 menegaskan bahwa penentuan hak waris didasarkan 

pada ketentuan hukum yang berlaku saat perkawinan berlangsung. Harta yang 

diperoleh sebelum atau selama perkawinan dengan istri ketiga tidak termasuk 

dalam harta warisan yang menjadi obyek sengketa. Pengadilan Agama memutuskan 

berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pembagian waris yang adil dan 

sesuai dengan norma-norma agama. 

Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris pada Pengadilan Agama 

mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dan kompetensi absolut lembaga 

peradilan tersebut, untuk memastikan perlindungan hak-hak waris secara adil dan 

sesuai dengan ajaran agama yang berlaku. Penelitian lebih lanjut tentang kasus-
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kasus penyelesaian sengketa waris dapat memberikan wawasan yang mendalam 

terhadap implementasi hukum waris di Indonesia. 
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